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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Ku

“ Bijaksana metupakan panglima ilmu, lemah lembut adalah ayahnya dan tawadhu
adalah jalannya”
(Hasan Bashri)
‘Mencari ilmu di masa kecll sepexti mengukix di atas batu dan mencati ilmu di masa
dewasa sepexti mengukix di atas aix”

(Hasan Bashri)

"%ba/mglaan. adalah 6¢t¢k/zl'uya duka cita, dan mustahil duka laxa berakhix
kecuali &cba/l.agtam hadir, maka kedua hal itu adalah satu dan tidak te'spba/zkan. N

(Jalaluddin Rumi)

“dfpl Kecil gadl J eman, ﬂ,ol Je.'sa’c Wah gede oBangeeeeeeeeceeeetA... e
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ABSTRAKSI

PEMMY IRWANTO, 2003115054, Perlindungan Hukum Terhadap
Pengguna Jasa Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan bahwa pengertian Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,
keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang
lain yang terkait. Selain dari pada Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan, kegiatan penerbangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Dalam kegiatan
penerbangan terdapat Standar kelaikan udara Kriteria standar penerbangan
Internasional paling mutakhir yang berlaku pada saat kini seperti: keamanan dan
kenyamanan penerbangan, hemat bahan bakar, tingkat kebisingan yang rendah,
mudah perawatannya serta biaya operasi yang rendah. Dengan memperhatikan
keselamatan penumpang dimungkinkan kecelakaan dapat di cegah. Namun
aturan-aturan tersebut ternyata tidak diitkuti dalam praktek penerbangan schari-
hari baik oleh pithak pemerintah maupun oleh pihak maskapai itu sendiri yang
lebth mementingkan persaingan usaha dan melupakan standar kualitas
penerbangan sehingga dinilai tidak mengutamakan keselamatan pesawat dan
pengguna jasa penerbangan yang berakibat pada seringnya terjadi kecelakaan.
Lalu permasalahannya apakah Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan
perlindungan secara maksimal kepada pengguna jasa pelayanan penerbangan atau
tidak dan disamping itu apakah pihak maskapai penerbangan telah memenuhi
standar keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa penerbangan atau
belum. pemerintah sendiripun tidak memberikan panduan ataupun bimbingan
mengenai standar penerbangan internasional kepada pihak maskapai disamping
itu pihak maskapai sendiri dalam memenuhi standart keamanan dan kenyamanan
penerbangan itu sendiri masith amat rendah. Untuk itu perlunya peranan
pemerintah dalam mengaudit seluruh maskapai penerbangan dan menyeleksinya
dengan memberikan panduan ataupun bimbingan mengenai standar penerbangan
internasional kepada pihak maskapai dan dari pthak maskapai sendiri harus lebih
mengutamakan keselamatan penumpang dari pada persaingan bisnis agar korban
kecelakaan udara tidak bertambah lagi serta kembalinya kepercayaan masyarakat
Indonesia dan Internasional kepada Negara kita Republik Indonesia yang tercinta
ini.
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